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TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2022

Tema RKP Tahun 2022
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

RENCANA PEMBANGUNAN PRIORITAS NASIONAL

JANGKAMENENGAH NASIONAL

(RPJMN) N - B -H " m
2020-202 ) iy = r—
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I I
| ' | i
| Memperkuat I Mengembangkan Meningkatkan : Revolusi | Memperkuat Membangun Memperkuat
| Ketahanan I Wilayah untuk Sumber I Mental I Infrastruktur untuk Lingkungan Hidup, Stabilitas
|| Ekonomi untuk | Mengurangi Daya Manusia I dan | Mendukung Meningkatkan Polhukhankam dan
|| Pertumbuhan I Kesenjangan dan Berkualitas I Pembangunan ||  Pengembangan Ketahanan Bencana, Transformasi
T e T || Berkualitas dan I Menjamin danBerdaya ||~ Kebudayaan I, Ekonomidan dan Perubahan Iklim Pelayanan
2019 I Berkeadilan : Pemerataan Saing I I Pelayanan Dasar Publik
| bl o I
u ONO Transformasi
Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi Ekonomi
i . o Indonesi
QO Penuntasan krisis kesehatan O Peningkatan Nilai Tambah donesia
U Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha O Ketahanan pangan
O Menjaga daya beli rumah tangga Q Pembangunan Rendah Karbon _ 6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia
O Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya QO Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas (Jangka Menengah-Panjang)

layanan digital

O Program Khusus (prioritas arahan Presiden) 1. Transformasi digital
2. SDM Berdaya Saing
REFORMASI STRUKTURAL 3. EkonomiHijau _
4. Integrasi Ekonomi Domestik
O Reformasi Iklim Investasi O Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya 5. Produktivitas Sektor Ekonomi

Sumber: Paparan Menteri PPN/Kepala Beppenas pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI,Agustus 2021



BA )k PROGRAM UNGGULAN DJKI
TAHUN 2022

KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R,

Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 5%\/‘_'” 2::;:‘::;:;:;‘:::?:2:‘ )t ::_:;u:;::::f:; I:(«:r::j:::?lzeumullhan

® Safari Menteri Hukum dan HAM . Pengetahuan, dan Pembangunan Budaya
e DJKI aktif belajar dan mengajar (OPERA/ IIPLC) )
e PNBP berkeadilan

e Sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi . "
Mobile IP Clinic

Drafting Patent Camp

IP Market Place

Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kl
Penyusunan peta potensi ekonomi KIK

O
O
O
®

CCP  Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas
W ¢ |SO 37001:2016 (SMAP)

e |S0 9001:2015(SMM)

e DJKI aktif mendengar untuk memberi solusi

: . oo
* POP HKI(Persetujuan Otomatis Pelayanan HKI) Eﬂ Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Layanan DJKI
* Audit dan peningkatan sistem Tl ) l Q e Sinergi dan kolaborasi antar unit dengan ULP

e Percepatan Pengadaan Barang/Jasa DJKI



TANDA DAPAT
DIREPRESENTASIKAN
SECARA GRAFIS

MEMILIKI DAYA
PEMBEDA

UNTUK DIGUNAKAN
DALAM KEGIATAN

PERDAGANGAN

Definisi Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1
UU 20/2016




FUNGSI MEREK

I/

Identitas
Produk

IETGILGED Intangible
Kualitas Asset




FUNGSI PENDAFTARAN MEREK

Hak Memberikan Izin, Mengalihkan & Menuntut

: ) 8 3
Untuk menggunakan . 1
sendiri Merek yang Hak Memberikan Izin Hak Mengalihkan Hak Menuntut
d Idaftarkan ! serta... Hak untuk memberikan izin Hak untuk mengalihkan Hak untuk melakukan
kepada pihak lain untuk kepemilikan merek dagang/ penuntutan hukum
menggunakan secara jasa kepada pihak lain. kepada pihak lain yang

bersama-sama Merek dalam menggunakan Merek

kegiatan perdagangan. Dapat melalalui jual beli, Dagang/ Jasa secara
waris, hibah, wasiat, waqaf, tanpa hak.

Hak untuk memberikan perjanjian, sebab lain yang
lisensi Merek Dagang/Jasa dibenarkan oleh peraturan

Tuntutan hukum dapat

kepada pihak lain dalam undang-undangan. Secarg perdata atau
kegiatan perdagangan. pidana.



ALUR PROSES PENDAFTARAN MEREK
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Permohonan Pemeriksaan Pengumuman Pemeriksaan Sertifikat
Formalitas (15 Hari) (2 Bulan) Substantif (150 Hari)

e
-
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Permohonan Pemeriksaan Pengumuman Pemeriksaan Sertifikat
Formalitas (15 Hari) (2 Bulan) Substantif
(30 Hari - Tidak Ada Keberatan)
(90 Hari - Ada Keberatan)




TN PERTUMBUHAN CAPAIAN
PELINDUNGAN MEREK

Jumlah Permohonan Merek Nasional dan Permohonan Merek ke Luar Negeri
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/_ 34 50 98 55 61
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B Merek Dalam Negeri Merek Luar Negeri




PERTUMBUHAN CAPAIAN
PELINDUNGAN MEREK

PERMOHONAN MEREK LUAR NEGERI KE INDONESIA
(SISTEM MADRID)
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PERTUMBUHAN CAPAIAN
PELINDUNGAN MEREK

JUMLAH PENCATATAN LISENSI

1,000
900
800
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600 571

996
529
500 479
400 326
300
200
100

2018 2019 2020 2021 12/8/2022



BENTUK LISENSI MEREK

Merchandise Waralaba

Sertifikasi 2 Merek Bersama

6)6

Merek Komponen Merek Ekstensi




DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME

Perluasan
Pasar
( /\/‘ Alternatif
\ Penyelesaian

Sengketa

Keuntungan S
Lisensi

Alternatif Penggunaan
l‘) merek yang sudah tidak

\ digunakan sendiri
Memanfaatkan kapasitas produksi,

distribusi, penjualan, atau
pemasaran pihak lain

Pendapatan
Tambahan

distribusi saluran baru atau Kerjasama Strategis
segmentasi pasar



DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME

Pendaftaran Merek ke Luar Negeri

Ny Negara A
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Negara C
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Negara C
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Negara B [ —

SISTEM KONVENSIONAL SISTEM MADRID

Pemohon mengajukan permohonan merek langsung Pemohon cukup mengajukan permohonan merek di

ke negara—negara yang dituju dengan menggunakan DJKI. Selanjutnya DJKI mengirimkan ke biro

konsultan kekayaan intelektual di masing—masing internasional untuk kemudian diteruskan ke negara-

negara. negara yang dituju.




ij KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH
TAHUN 2023

Mendukung Merek Nasional Safari Menteri Hukum dan HAM RI
to Global (Target KIK dan Kampus)

One Village One Brand (Merek
dan/atau IG) yang Mendukung

E]—e'l POP Merek (Persetujuan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek
|=E| Otomatisasi Pelayanan Merek) 25<4

(Penjajakan Kerja Sama DJKI
dengan Kantor Kl Internasional:
KIPO untuk Project OVOB 2024)
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KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R,
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@DJKILKemenkumham DJKI Kemenkumham  @DJKILIndonesia @DJKI_Indonesia djkikemenkumham
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